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PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 

DALAM MENIGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI 

KECAMATAN GUNUNG SARI LOMBOK BARAT 

Oleh: AZIJURRAHMAN 

 

ABSTRAK 

Pelayanan publik saat ini menjadi perhatian utama pembangunan di 

Indonesia. Yang pada Hakekatnyapelayanan sesuatu yang dibutuhkan manusia, 

dan kebutuhan ini akan selalu ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang pelayanana administrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 

administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunung sari Kabupaten 

Lombok Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tehnik 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

responden. Tehnik analisis data memngunakan beberapa komponen menurut 

Miles dan Huberman yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kecamatan (paten) di Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat sudah 

sangat baik dan sesuai dengan visi,dapat dilihat dari segi kesiapan, anggaran, 

sarana dan prasarana yang ada, sehingga masyarakat merasakan kepuasan 

terhadap pemenuhan hak pelayanan, mempermudah dan memberikan pemahaman. 

Namun terdapat beberapa fakor kesulitan yaitu jangkauan jaringan dan jumlah 

unit operasionalnya mesti ditambah untuk mempercepat proses pelayanan dan 

menambah kepuasan masyarakat serta menjadikan pekerjaan lebih efektif dan 

optimal. 

Kata kunci: kualitas pelayanan, aparatur, administrasi, masyarakat 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap tata tertib 

kerja organisasi mengatur penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi organisasi tersebut. Administrasi administrasi telah diberi 

gagasan pengembangan pelayanan administrasi agar pelayanan administrasi 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

Penyelenggaraan pelayanan aparatur negara sebagai abdi masyarakat 

merupakan hakikat pengelolaan pelayanan publik, menurut Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik. Untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan legitimasi 

pemerintah, dan mendukung proyek-proyek pembangunan, pemerintah harus 

mampu memberikan pelayanan berkualitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Karena pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

luas dalam pembentukan birokrasi pada umumnya. Bagi Pelayanan publik 

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat prima merupakan hal yang 

sangat penting. 

Saat ini, pelayanan publik menjadi masalah. utama pembangunan di 

Indonesia. Pengembangan pelayanan publik menjadi topik diskusi yang sedang 

berlangsung. Pada hakekatnya, pelayanan adalah sesuatu yang dibutuhkan 

manusia, dan kebutuhan ini akan selalu ada. Penyedia layanan publik kini 

memandang masyarakat sebagai konsumen sekaligus partisipan dalam semua 
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pengambilan keputusan, berkat status masyarakat yang telah menjadi warga 

negara. Penyedia layanan publik dapat lebih responsif ketika masyarakat 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Unsur mendasar yang menunjukkan bahwa pelayanan publik telah 

responsif adalah telah tersedia. Pertumbuhan inovasi layanan merugikan 

masyarakat. Di sektor publik, gagasan inovasi belum sepenuhnya matang. Hal ini 

disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan sektor publik 

menghadapi lebih sedikit kendala karena mereka beroperasi di lingkungan tanpa 

persaingan dan bahkan tidak memahami masalah kelangsungan hidup. Oleh 

karena itu, masuk akal jika sektor publik memiliki pemahaman inovasi yang 

kurang berkembang. Namun, banyak hal lain yang harus berubah sebagai akibat 

dari modifikasi prosedur administrasi. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan 

peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Satu Pintu 

Khusu, menetapkan landasan hukum untuk pelayanan publik. Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat juga diatur dalam Peraturan Bupati Lombok 

Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dalam Tata Kerja 

Pelayanan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keputusan Bupati Lombok Barat 349/593/DPM-

PRSP/2017 tentang standar dan standar pelayanan Prioritas utama organisasi 
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publik adalah menyediakan layanan prima dan berkualitas tinggi. Jika informasi 

diungkapkan sehubungan dengan upaya amal, itu mendorong individu untuk 

menyadari hak dan tanggung jawab mereka. Akibatnya, ketergantungan pada 

instansi pemerintah mulai tumbuh dalam pencarian layanan terbesar. 

Keadaan birokrasi di suatu negara mempengaruhi seberapa baik pelayanan 

publik dilaksanakan. Pelaksanaan pelayanan publik yang terbaik dapat 

berlangsung dalam lingkungan yang berbeda dengan kondisi birokrasi. Di 

Indonesia, pelayanan publik yang ideal tidak bisa diberikan. Kondisi pegawai 

negeri di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Inovasi diperlukan di sektor 

publik untuk menciptakan layanan publik. Sebuah produk baru mengandung 

inovasi dan menggantikan kebijaksanaan konvensional. Ini menyiratkan bahwa 

setiap layanan publik harus, secara teori, mengakomodasi penemuan baru. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan kepada kabupaten atau kota 

untuk mengatur sendiri susunan, kedudukan, dan kewenangannya, maka Sebagai 

unit pemerintahan daerah, kecamatan adalah tempat camat menjalankan bisnis. 

tergantung pada kebutuhan masyarakat, kabupaten dan kota, serta tugas pokok 

dan kegiatan kecamatan. mampu beroperasi di tingkat regional dan lokal sehingga 

dapat bervariasi dari satu kabupaten atau kota ke yang lain. 

Itu bukan satu-satunya cara untuk menggambarkan kesulitan pemerintah 

dalam menyediakan melayani publik. Peningkatan standar dan aksesibilitas 

pelayanan merupakan tujuan dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN). Salah satu dinas pemerintah di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 
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Lombok Barat bergerak dalam kegiatan yang menawarkan pelayanan publik 

masyarakat setempat melalui kebijakan (PATEN). Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Kartu Penduduk Sementara (SKTS), Kartu Keluarga (KK), 

Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan Tinggal 

Sementara (SKTS), dan fasilitas pelayanan pemerintah lainnya disebut sebagai 

bentuk pelayanan yang ditawarkan dalam mengikuti. 

Berdasarkan beberapa temuan studi, terdapat beberapa permasalahan 

dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Gunung Sari, yang pertama adalah 

keramahan petugas dan kurangnya keramahan pegawai kantor saat memberikan 

pelayanan. Saat memberikan pelayanan, hal ini ditunjukkan oleh para polisi yang 

tidak tersenyum saat menyapa pelanggan. Ini seharusnya tidak terjadi; polisi 

memiliki kewajiban untuk bersikap ramah dan berempati, dan itu terlihat baik 

dalam kata-kata maupun tindakan mereka. Sikap ini mencakup membantu 

individu yang membutuhkan yang mendekati dan membantu mereka menemukan 

jawaban atas masalah mereka. Untuk membahas masalah ini, beberapa polisi juga 

berbicara dengan petugas lainnya. 

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pengurusan surat-

surat seperti KK, KTP, dan surat-surat lainnya lebih cepat saat berganti status 

setelah menikah menjadi persoalan kedua. Ketentuan E-KTP tentang perubahan 

status perkawinan sangat penting karena perkawinan memberikan hak dan 

kewajiban baru bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, orang yang sudah 

menikah tidak dapat membuat perjanjian penting tanpa persetujuan pasangannya, 

mengajukan kredit, atau terlibat dalam kegiatan yang diperlukan untuk mata 
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pencaharian mereka, seperti melamar pekerjaan. Yang terpenting, jika Anda 

memiliki anak, Anda harus memiliki dokumentasi hukum.  

Sangat jarang ditemukan pasangan suami istri yang menunggu sampai 

mereka memiliki anak atau ketika mereka harus segera menikah, menurut temuan 

pengamatan singkat yang dilakukan di kantor kecamatan Gunung Sari. ubah 

dengan KK atau KTP. [Dian Wahyuni S.P.] 

 

Masyarakat yang membutuhkan menginginkan KK/KTP-nya cepat dicetak 

dan ingin dilayani terlebih dahulu, sehingga menimbulkan masalah bagi petugas 

pelayanan. Ditambah lagi adanya masyarakat yang kurang paham dengan 

prosedur pelayanan, seperti persyaratan kelengkapan dokumen atau surat-surat 

pembuatan KK, KTP, dan perizinan lainnya, yang menambah masalah pelayanan 

dan menghambatnya untuk beroperasi secara efektif dan efisien meskipun sub- 

kantor kecamatan telah menyiapkan baliho atau papan informasi untuk 

memperjelas semuanya. Komunitas yang harus disalahkan atas masalah tersebut, 

itulah sebabnya lamanya durasi layanan disediakan oleh broker. 

Mempertimbangkan publik 

Masalah ketiga dalam pelaksanaan pelayanan administrasi adalah pejabat 

atau pegawai masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan PATEN, yaitu: 

kurangnya infrastruktur pendukung, seringnya listrik padam dan gangguan 

jaringan, serta sering terputusnya transfer data akibat lambatnya response time 

Capil. Hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana perasaan masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan. Peneliti menetapkan makalah dengan judul ―Inovasi 

Pelayanan Publik Terpadu Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di 
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Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat‖ berdasarkan uraian yang 

telah diberikan diatas. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di 

kecamatan gunung sari kabupaten Lombok barat? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan penelitian 

untuk, antara lain: 

1. Untuk mengetahui tentang pelayanana administrasi terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi 

terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok 

Barat. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Setiap kali sebuah proyek penelitian dilakukan, pasti ada keuntungan 

agar hasilnya dapat dinikmati. Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan, 

temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang kualitas PATEN. 
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2. Secara Akademis  

Penelitian ini diyakini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak 

terkait karena merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program 

studi ilmu pemerintahan dan memperoleh gelar sarjana (S-1) dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Mataram. 

khususnya bagi mahasiswa, penelitian ilmu pemerintahan. memiliki S.IP. 

3. Secara praktis 

Masukan dan informasi dari studi ini diharapkan dapat membantu 

kecamatan Gunung Sari pelayanan yang lebih prima. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahu 

Karya-karya berikut memiliki judul yang hampir sama atau bahkan 

sebanding dengan penelitian ini: 

1. Penelitian Rd. Ade Purnawan, Abdullah Ramdhani, Fahmi, Nurbudiwati, 

yang berjudul: “Kualitas Pelayanan Publik di  Kecamatan Tarogong Kaler 

Kabupaten Garut” pada tahun 2022. 

Kesimpulan dari penelitian yang menggunakan metode penelitian 

deskriptif dan pendekatan kualitatif ini adalah pelayanan publik di Kecamatan 

Tarogong Kaler Kabupaten Garut sudah berkualitas. Berdasarkan temuan 

analisis data, tidak ada perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat 

dengan apa yang diketahuinya tentang Kecamatan Tarogong Kaler. Di 

Kecamatan Tarogong Kaler terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan 

spesifikasi standar mutu pelayanan dengan harapan masyarakat baik dari segi 

kepastian waktu dan ketepatan pelayanan, kesopanan dan keramahan pegawai 

kecamatan, tanggung jawab pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan . 

Kelurahan sudah cukup baik, namun dalam memberikan pelayanan pada saat 

situasi antrian penuh membuat pelayanan c 

2. Penelitian Pandi rahman, yang berjudul :inovasi pelayanan publik di 

kecamatan gunung toar Kabupaten kuantan singing. Tahun 2021. 

  Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

teknik penelitian deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa pelayanan publik di 
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kecamatan perlu ditingkatkan karena secara umum belum optimal. Kurangnya 

sosialisasi inovasi pelayanan publik di Kabupaten Gunung Toar menjadi salah 

satu kendala. Alasan kedua, sebagian masyarakat masih belum menggunakan 

inovasi layanan WhatsApp, dan sebagian lagi belum memiliki perangkat 

Android, sehingga belum bisa. Terdapat persamaan dan variasi dalam 

pembahasan penelitian ini mengenai inovasi pelayanan publik di organisasi 

pemerintahan, khususnya letak geografis penelitian tersebut. 

3.  Penelitian Aprilia Hapsari, Muhammad Guntur, Novayanti Sopia 

Rukmana S. yang berjudul: Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan 

Mallawa Kabupaten Maros Tahun 2021. 

  Hasil kajian inovasi pelayanan publik (PAKDES: Aplikasi Dana Desa 

Kreatif Berbasis Online di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros) dengan 

metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. 

  Berdasarkan penyajian, analisis, dan interpretasi data telah berjalan dengan 

baik. Pertama, Desa Tellumpanuae dan Desa Barugae telah beralih dari 

menggunakan sistem manual untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya, 

seperti yang dilakukan sebelumnya, menjadi menggunakan sistem keuangan 

desa, salah satu faktor yang berkaitan dengan kehandalan dalam penanganan 

setiap pengaduan (Siskeudes). Tidak lagi sulit bagi masyarakat desa untuk 

mengungkapkan pertanggungjawaban keuangan desa dalam kerangka yang ada 

saat ini. Operator harus mengirimkan Siskeudes dua kali database yang 

dimasukkan, yang merupakan kerugian. Operator juga harus membuat database 
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yang akan dikirimkan secara terpisah setelah memasukkan data ke dalam 

aplikasi. 

4. Penelitian Ni Ketut Riani, yang berjudul: Strategi peningkatan Pelayanan 

Publik. Tahun 2021 

 Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

teknik penelitian deskriptif. Berdasarkan temuan tersebut, masih terdapat ruang 

untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga perlu dioptimalkan. 

Dengan adanya pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa masyarakat harus 

mendapatkan pelayanan prima dari pegawai negeri karena merupakan hak 

masyarakat yang dilindungi undang-undang. Untuk mencapai tujuan melayani 

masyarakat, pelayanan publik harus terus berkembang dan meningkatkan 

kompetensi pengetahuan, psikomotor (keterampilan), dan afektif (sikap). Selain 

ketiga indikasi tersebut, aksesibilitas sumber daya pendukung, seperti teknologi 

dan perangkat keras dan perangkat lunak, juga sangat menentukan. Terdapat 

persamaan dalam pembahasan penelitian ini tentang peningkatan kualitas 

pelayanan. 

5. Penelitian Ranses Baweda, Novie Pioh, Fanley Pangemanan yang 

berjudul: “ Responsibilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga Pada Masa Pandemi 

Covid19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  Kabupaten 

Kepulauan Talaud “ Tahun 2022 

Penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dengan metodologi 

penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pelayanan publik 
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Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Talaud dalam pengelolaan 

KTP elektronik dan kartu keluarga di masa pandemi Covid-19 berjalan dengan 

baik, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud merasa puas dengan 

pelayanan departemen pelayanan publik. di Kantor Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, meskipun masih ada pengaduan  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan Tahun Judul Hasil 

1 Rd.Ade Purnawan, 

Abdullah,Ramdhani, 

Fahmi, Nurbudiwati 

( 2022 ) 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

di  Kecamatan 

Tarogong Kaler 

Kabupaten Garut 

Tidak ada kesenjangan antara 

harapan masyarakat dan 

pemahaman warga kecamatan 

di Kecamatan Tarogong Kaler 

Kabupaten Garut. Terdapat 

ketidaksesuaian antara 

persyaratan standar mutu 

pelayanan dengan realisasi 

pelaksanaan pelayanan di 

Kecamatan Tarogong Kaler. 

2 Pandi rahman. 

( 2021 )  

inovasi pelayanan 

publik di 

kecamatan 

gunung toar 

Kabupaten uantan 

Temuan studi menunjukkan 

bahwa pelayanan publik di 

kecamatan secara keseluruhan 

belum optimal dan masih perlu 

dilakukan. Ketiadaan sosialisasi 
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singing di kelurahan dan masih ada 

masyarakat yang belum 

menggunakan inovasi layanan 

melalui WhatsApp beberapa di 

antaranya belum memiliki 

Android dan belum bisa 

menggunakannya—merupakan 

dua faktor penghambat. 

3 Aprilia Hapsari, 

Muhammad Guntur, 

Novayanti Sopia 

Rukmana S. 

( 2021 ) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan 

Mallawa 

Kabupaten Maros  

Hasil penelitian menunjukan  

berdasar pada penyajian data, 

analisis data dan interpretasi 

data, dapat ditarik kesimpulan 

sudah berjalan dengan baik. Ada 

beberapa faktor mengenai  

kehandalanya yatu Relative 

Advantages (Keunggulan elatif), 

Compatibility (Kesesuaian), 

Complexity (Kerumitan), 

Trialability  (Kemungkinan  

dicoba),Observability 

(Kemudahan diamati). 

4 Ni Ketut Riani 

 ( 2021 ) 

Strategi 

peningkatan 

Menurut temuan penelitian, satu 

ruang layanan cukup untuk 



 

13 

 

Pelayanan Publik  memungkinkan interaksi antara 

polisi, aparat, dan anggota 

masyarakat, terutama jika Anda 

mempertimbangkan faktor 

infrastruktur dan geografis. 

Perubahan dalam cara aktor 

berinteraksi adalah apa yang 

mendefinisikan invasi sistem. 
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Sintia Andayani 

 ( 2016 ) 

Inovasi pelayanan 

publik 

(Studi Upaya 

Inovasi Paket 

Perizinan oleh 

Badan Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu  

Kabupaten 

Sidoarjo dalam 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan) 

Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Sidoarjo 

telah memberikan perizinan, dan 

masyarakat di wilayah tersebut 

senang dengan pelayanan bagian 

tersebut dalam hal kehandalan, 

kredibilitas, kredibilitas, dan 

kompetensi. 
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2.2 . Dasar teori 

2.3. Pelayanan Publik 

2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik 

Melayani, membantu, menanggapi, mengatur, dan memenuhi kebutuhan 

individu atau kelompok individu adalah inti dari pelayanan. Dan hampir semua 

kegiatan berhubungan dengan pelaksanaan hak. Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan dalam rangka pemberlakuan ketentuan perundang-

undangan, seperti yang dilaksanakan pada badan-badan pemerintahan (BUMN) 

pusat, daerah, dan negara, badan usaha milik daerah berupa barang dan jasa. 

Menurut Agung Kurniawan, memberikan pelayanan (melayani) kebutuhan orang 

lain atau orang yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan prinsip 

dasar dan proses yang telah ditetapkan merupakan pelayanan publik (Anisa 

Fatmawati 2020). Oleh karena itu, pelayanan pemerintah harus mengutamakan 

kebutuhan masyarakat secara cepat dan sederhana serta dapat membawa 

kebahagiaan bagi yang menggunakannya. 

2.3.2. Bentuk dan Jenis Pelayanan Publik 

Pasalong menegaskan bahwa ada tiga kategori pelayanan publik yang 

berbeda dalam (Ni Ketut Riani 2021), yaitu:
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1. Layanan dengan lisan 

sering dilakukan oleh para pekerja di bidang pelayanan informasi, 

kehumasan, dan industri lainnya yang bertugas untuk memberikan 

pembenaran atau informasi kepada siapa saja yang memintanya dalam 

keadaan sebagai berikut: 

a. sebuah. Mampu menjelaskan sesuatu secara halus, ringkas, namun cukup 

jelas sehingga orang yang mencari penjelasan merasa puas. 

b. sebuah. Bertindak dengan sopan. 

c.  Anda menghindari bercanda atau mengobrol dengan teman-teman Anda 

bahkan saat sepi karena memberi kesan bahwa Anda kurang disiplin dan 

mengabaikan tanggung jawab Anda. tidak menguntungkan mereka yang 

hanya ingin berbicara dengan sopan. 

 2. Layanan melalui tulisan 

a. Secara umum, jasa penulisan sangat efektif terutama dari segi kuantitas dan 

fungsinya. Layanan jarak jauh juga sangat baik karena faktor biaya dan 

kecepatan, yang penting untuk memproses masalah dan mengatasinya. Ada 

dua kategori jasa penulisan: 

b. Layanan diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk 

instruksi, informasi, dan sejenisnya.Laporan, Layanan berupa reaksi tertulis 

atau permohonan pemberitahuan dan sebagainya. 

3. Layanan melalui perbuatan 

Karena pengetahuan dan kemampuan perwira menengah ke bawah 

sangat mempengaruhi hasil tindakan atau tenaga, pelayanan dalam bentuk 
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perbuatan seringkali dilakukan 70% sampai 80% oleh perwira tersebut. 

Pelayanan publik yang disediakan pemerintah pada hakekatnya memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Moenir berpendapat bahwa agar pemerintah dapat memberikan 

pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, maka harus: cara: 

a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan. 

b. Mendapatkan pelayanan secara wajar. 

c. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih. 

d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. 

Pelayanan yang diperoleh secara adil, tanpa keluhan, sarkasme, atau 

cacian verbal lainnya yang menimbulkan permintaan akan sesuatu, baik itu untuk 

kesejahteraan, lembaga publik, atau sebab lainnya. Misalnya, jika Anda 

membutuhkan layanan cepat, unit kerja dapat memberikan ketidakseimbangan 

untuk memberikan layanan yang wajar, yang justru mendorong penyimpangan 

secara tidak sengaja. 

2.4. Pelayanan Publik Dalam Penyelegaraan PATEN 

2.4.1. Pelayanan terpadu  

 Ketika Sistem Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN) 

diberlakukan, pelayanan publik diberikan di kecamatan dimana seluruh proses 

pengelolaan mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan di satu 

lokasi dalam satu loket pelayanan. Warga cukup menyerahkan dokumennya 

kepada pegawai di loket pelayanan, menunggu beberapa saat, lalu dipanggil untuk 

mengambil dokumen yang sudah jadi. Pembayaran biaya layanan dilakukan dan 
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didokumentasikan secara terbuka karena semuanya dicatat dan dipublikasikan, 

selain pembayaran (jika ada tarif yang harus dibayar). Selain itu, ada standar 

reguler untuk menerima layanan, biaya, dan waktu pemrosesan. 

Dengan menerapkan pemerintahan desa terpadu, desa akan melayani 

wilayah sekitarnya secara lebih efektif dan efisien dari segi geografis dan menjadi 

pusat pelayanan masyarakat. Bupati Camat. Dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kecamatan 

menyediakan pelayanan yang lebih berkualitas, lebih mudah, lebih murah, lebih 

cepat, dan lebih transparan. Melalui penerapan PATEN, kualitas pelayanan ini 

meningkat terutama dalam hal waktu dan biaya pelayanan; posisi kecamatan jelas 

jauh lebih dekat dengan masyarakat daripada kabupaten, dan waktu yang 

dibutuhkan juga lebih sedikit. 

2.4.2.  Pelayanan Dalam Penyelegaraan PATEN 

Pemerintah membuat terobosan dengan PATEN yang akan membuat 

masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik. PATEN merupakan pola 

pelayanan terpadu yang ditawarkan oleh kecamatan kepada masyarakat baik 

dalam hal pemberian maupun penolakan izin. Pelayanan yang diberikan di 

kecamatan Gunung Sari adalah pelayanan administrasi kependudukan di 

kecamatan berdasarkan surat pengantar dari kecamatan, surat pernyataan tindakan 

atas perselisihan, pemberian rekomendasi prakarsa di bidang pendidikan, dan 

pemberian rekomendasi. untuk penyelenggaraan dan pembentukan organisasi 

nirlaba, sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang 

standar pelayanan terpadu administrasi kecamatan (PATEN). 
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2.5  Kualitas Pelayanan Publik 

2.5.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu tindakan atau rangkaian 

tindakan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Pemerintah negara bagian terutama melakukan dua kategori tugas. Dua 

tanggung jawab utama adalah regulasi dan pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya 

dikaitkan dengan sifat negara modern sebagai negara hukum dan fungsi pelayanan 

dikaitkan dengan sifat negara kesejahteraan. Semua bidang kehidupan dan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara digarap oleh kedua tugas 

tersebut, dan pelaksanaannya masing-masing dilimpahkan kepada aparatur negara 

tertentu yang secara fungsional membidangi urusan khusus kedua. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mencantumkan tiga pengertian ―pelayanan‖, 

antara lain: 

1. Mengenai atau cara melayani. 

2. Upaya untuk memenuhi keinginan orang lain dengan imbalan insentif. 

3. Fasilitas yang ditawarkan sehubungan dengan pembelian dan penjualan produk 

atau jasa. 

Secara umum, layanan dapat digambarkan sebagai upaya seseorang, 

kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan. 

Monir (2013:16) mendefinisikan pelayanan sebagai tindakan memenuhi 

kebutuhan secara langsung melalui tindakan orang lain. Sedangkan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (1993) menegaskan bahwa pelayanan adalah 
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suatu jenis kegiatan pelayanan yang berbentuk barang atau jasa dan dilakukan 

dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pelayanan publik adalah segala jenis pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat umum, baik berupa barang publik maupun jasa yang disediakan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atau 

sebagai bagian dari pelaksanaan persyaratan hukum. 

2.5.2. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Pasolong (2011:135), 

terdapat indikasi penilaian kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi 

kualitas pelayanan sesuai dengan apa yang dikatakan pelanggan. Indikator 

tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pelayanan yang dirasakan oleh 

pelanggan. Kelima dimensi ini, khususnya: 

1. Tangibles (bukti langsung), seperti ruang kantor, komputerisasi administrasi, 

ruang tunggu, pusat informasi, dan lain-lain yang menunjukkan kualitas 

layanan. 

2. Kapasitas dan ketergantungan untuk memberikan layanan yang dapat 

diandalkan. 

3. Daya tanggap, kemampuan untuk membantu dan menawarkan layanan secara 

tepat waktu, akurat, dan tanggap terhadap kebutuhan klien. 

4. Kepastian (guarantee), kecakapan, keramahan, dan kesopanan karyawan dalam 

menjamin kepercayaan pelanggan. 

5. Fokus pelanggan, keaslian, keberanian, dan empati 
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Sedangkan delapan unsur keunggulan pelayanan publik adalah sebagai 

berikut menurut Garvin dalam Tjiptono dan Diana (2003:27): 

1. Performa, fitur penting dari pengoperasian produk. 

2. Fitur pelengkap atau sekunder, seperti fitur atau fitur tambahan. 

3. Keandalan, yang mengacu pada kemungkinan kegagalan atau kerusakan yang 

rendah. 

 4. Kesesuaian dengan spesifikasi, atau sejauh mana fitur desain dan operasional 

memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelumnya 

5. Daya tahan, yang mengacu pada berapa lama suatu benda terus berfungsi. 

6. Serviceability, yang meliputi daya tanggap, kecakapan, kenyamanan, dan 

kemudahan perbaikan. 

7. Estetika, khususnya daya tarik produk terhadap panca indera. 

8. Kualitas yang dirasakan, termasuk merek dan reputasi produk serta 

akuntabilitas perusahaan 

Penulis studi ini memilih salah satu dari berbagai sudut pandang yang 

dikemukakan di atas mengenai standar kaliber pelayanan publik, yaitu: ukuran. 

lima dimensi keunggulan pelayanan publik seperti yang dijelaskan oleh 

Zeithhaml, Parasurman, dan Berry dalam Pasolong (2011: 135). dimensi lima Ini 

adalah kualitas konkret seperti ketergantungan, penerimaan, jaminan, dan empati. 

Selain itu, hal ini dilakukan agar peneliti dapat berkonsentrasi pada penelitiannya. 

Peneliti menggunakan hipotesis ini karena telah diuji untuk mengukur kualitas 

layanan. 



 

21 

 

2.5.3. Unsur kualitas pelayanan publik 

Didalam  pelayanan  publik,  harus  mengandung  unsur-unsur  dasar  

sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi  pelayanan harus jelas  dan diketahui secara 

pasti oleh masing-masing pihak. 

2. Pengaturan  setiap  bentuk  pelayanan  harus  disesuaikan  dengan  kondisi 

kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  berdasarkan 

ketentuan perundang - undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh 

pada efisiensi dan efektivitas. 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat memberi 

keamanan,  kenyamanan  dan  kepastian  hukum  yang  dapat  dipertanggung  

jawabkan. 

4. Apabila  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  terpaksa  harus 

mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi 

peluang kepada masyakaat untuk ikut menyelenggarakannya. 

2.5.4. Faktor kualitas pelayanan publik 

Menurut  Parasuraman,  Zeithaml,  dan  Berry  (dalam  Tjiptono,  1998:69)  

yang melalukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, 

mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan 

publik, yakni : 

1. Realibility, yang mencakup konsistensi kerja (performance) dan kemampuan 

untuk  dipercaya  (dependability).  Hal  ini  berarti  perusahaan  memberikan 
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pelayanannya secara tepat sejak awal (right the first time) dan telah memenuhi 

janji (iklan)nya. 

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan 

pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence, artinya  setiap  pegawai  perusahaan  memiliki  pengetahuan  dan 

ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu.  

4. Access, yaitu kemudahan untuk  dihubungi  atau  ditemui,  yang  berarti  lokasi 

fasilitas  pelayanan  mudah dijangkau, waktu  menunggu  tidak  terlalu  lama, 

saluran komunikasi mudah dihubungi. 

5. Courtesy, yaitu  sikap sopan  santun,  respek,  perhatian,  dan  keramahan  dari 

para kontak personal perusahaan 

6. Communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan  

serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

7. Credibility,  yaitu  jujur  dan  dapat  dipercaya.  Disini  menyangkut  nama  dan   

 reputasi perusahaa, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan 

pelanggan. 

8.  Security,  yaitu  aman  (secara  fisik,  finansial  dan  kerahasiaan)  dari  bahaya,  

resiko atau keragu-raguan. 

9. Understanding/knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan  

pelanggan. 

10. Tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan 

fisik dari pelayanan misalnya kartu kredit plastik. 
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2.5.5. Manfaat kualitas pelayanan publik 

Kesan masyarakat terhadap pelayanan yang sebenarnya mereka inginkan juga 

dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik; jika pelayanan 

yang sebenarnya diberikan kepada masyarakat sesuai dengan persepsi tersebut, 

maka pelayanan tersebut dikatakan memuaskan. Menciptakan kebahagiaan 

klien mungkin memiliki sejumlah keuntungan, termasuk: 

1. Hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga 

memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan. 

2.  Membentuk  suatu  rekomendasi  dari  mulut  ke  mulut  (word  of  mouth)  

yang menguntungkan bagi pemberi layanan. 

3.  Reputasi pelayanan publik akan semakin baik dimata pelanggan. 

4. Sebagai upaya peningkatan kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat  

dan  sebagai  acuan  pengembangan  penyusunan  standar pelayanan.  Penyedia  

layanan, pelanggan atau stakeholder dalam  kegiatan pelayanan  akan  memiliki  

acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat dan proses pelayanan yang 

seharusnya. 

2.6.Kerangka Berfikir 

Salah satu lembaga pemerintahan yang berperan penting dalam kehidupan 

warga adalah kantor kecamatan. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu 

tugas kantor kecamatan. Salah satu jenis kantor kecamatan yang paling bagus 

adalah yang ada di Gunung Sari. Mengingat pelayanan kepada masyarakat 

merupakan tanggung jawab utama pemerintah, maka pelayanan kantor kecamatan 

menjadi titik fokus kegiatan kantor kecamatan. Selain itu, kontak antara klien atau 
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masyarakat dan penyedia layanan di kantor kecamatan terjadi di departemen 

layanan kantor. Peraturan yang ditetapkan Mendagri harus dipatuhi oleh 

pemerintah kecamatan terpadu (PATEN) di kantor kecamatan Gunung Sari. 

Gambar 2.1 
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2.7 Definisi konseptual 

1. Revormasi Birokrasi  

Penyelenggaraan pelayanan publik atau reformasi birokrasi merupakan 

suatu proses yang berupaya menawarkan berbagai pelayanan yang 

memperhatikan seluruh kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi 

kebutuhan dasarnya maupun hak-hak sipilnya. 

2. Pelayanan Publik 

Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

maupun  jasa publik yang pada perinsipnya menjadi tangung jawab dan di 

laksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan 

bada usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, dalam ragka upayah 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

3. Inovasi pelayanan publik 

Menurut pengertian yang telah diuraikan di atas, inovasi pelayanan publik 

adalah pemikiran inovatif yang digunakan penyelenggara negara untuk 

mewujudkan keinginan masyarakat agar masyarakat dapat mencapai 

kebutuhannya. 

4. Tahapan-tahapan penanaman ide-ide baru dalam pemenuhan masyarakat oleh 

pemerintah agar terwujud pelayanan yang lebih baik. 

5. Hambatan inovasi pelayanan publik 

Sulit untuk menerapkan ide-ide inovatif karena hambatan yang dihadapi 

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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Revormasi birokrasi 

 

Pelayanan publik     Inovasi pelayanan publik 
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2.8 Definisi Oprasional 

Definisi variabel yang digunakan secara operasional adalah yang dibuat 

berdasarkan ciri-ciri (indikator) variabel tersebut. Indikator dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel  2.2 

Definisi Operasional 

No Variabel Indikator 

1. Sustaining Inovation a. Sumber daya dana sarana dan 

prasarana 

b. Jumlah dan Mutu Pelayanan  

 

2. Inovasi Proses Layanan a. Batas Waktu 

b. Tata Cara Pelayanan Yang Harus 

Di Tempuh  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. Jenis Penelitian 

Menurut Nana Dalam (Asmiati Hidayat 2021: 40), penelitian kualitatif 

mencakup deskripsi dan analisis tentang kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok orang. 

Menurut Bogdan dan Taylor, yang Menurut Lexy J. Moleong (2005), yang 

sependapat dengan Nana Syaodih, ―penelitian kualitatif‖ adalah pendekatan 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari partisipan dan tindakan. Terkait topik penelitian ini, peneliti memiliki rencana 

kerja atau petunjuk pelaksanaan penelitian yang mengambil metode kualitatif, 

dimana data dikumpulkan dalam bentuk opini, reaksi, fakta, pemikiran, dan 

deskripsi yang dituangkan dalam bentuk esai. Penelitian kualitatif adalah 

seperangkat prosedur atau tindakan untuk memilih fakta atau informasi tentang 

suatu masalah dalam keadaan, domain, atau bidang tertentu dari kehidupan suatu 

objek..  

 Berdasarkan rangkuman di atas, strategi penelitian ini adalah strategi 

deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan strategi ini untuk menemukan data 

deskriptif. Strategi ini digunakan untuk membantu peneliti mengungkap informasi 

deskriptif tentang pelaksanaan sistem pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 

kecamatan di kantor  kecamatan  Gunung Sari wilayah Lombok Barat. Dan lihat 

tantangan apa yang di hadapi instalasi sistem layanan. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah kantor kecamatan Gunung Sari Kabupaten 

Lombok Barat Jln. Pariwisata, Gunung Sari,Kabupaten Lombok Barat Nusa 

Tengara Barat Post 83351  

3.3 Penentuan Informan Atau Narasumber 

Informan adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang keadaan dan 

konteks sejarah penelitian. Untuk mencari informan dalam penelitian ini 

digunakan metode purposive sampling, yang mendasarkan metode pengambilan 

sampel pada tujuan tertentu (orang yang dipilih memiliki kriteria sebagai sampel). 

Informasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan sistem 

administrasi terpadu kecamatan sudah sesuai dengan penelitian (PATEN). Selain 

itu, sesuai dengan "Arikunt," kriteria berikut harus diikuti untuk memilih sampel 

purposive untuk penelitian ini. 

a. Pengambilan saampel haris dilaksanakan atas ciri-ciri sifat sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok popolasi. 

b. Subjek yang di ambil sebagi sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis) 

c. Penentuan karakteristik populasi di lakukan dengan cermat di dalam studi 

seperti yang telah di sebut bahwa pemilihan informasi pertama merupakan hal 

yang sangat utama sehinga harus di lakukan secara cermat karena penelitian ini 

mengkaji tentang pelaksanaan pelayanan Administrasi sehinga selanjutnya 

akan dilakukan wawancara terkait pelaksana Pelayanan sistem administrasi 

terpaadu kecamatan di Kantor Kecamatan Gunung Sari. 
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3.4 Jenis Sumber data 

3.4.1 Jenis Data 

a. Data primer 

   Informasi utama dalam penelitian ini diperoleh dari observasi yang 

dilakukan di kantor Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta 

wawancara dengan informan dan masyarakat umum.b. Data sekunder  

Secara khusus, informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari literatur 

dan dokumentasi yang sebelumnya merupakan hasil investigasi dan pengolahan 

oleh orang lain dan disajikan sebagai pendukung data primer dalam bentuk 

buku, jurnal, atau dokumen. Selain itu, terdapat peraturan pemerintah yang 

diturunkan dari undang-undang dan dokumen hukum lainnya, seperti Peraturan 

Pemerintah No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kecamatan Sebagai 

Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu dan UU No. 04 

Tahun 2010 Pasal 15 Tentang Pedoman untuk pelayanan administrasi kecamatan 

terpadu (PATEN). 

3.4.2 Sumber Data 

Pegawai Kantor Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat 

dijadikan sebagai subjek penelitian atau sumber data penelitian ini. Topik 

penelitian dari mana data dapat diperoleh berfungsi sebagai sumber data 

penelitian. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari responden 

melalui wawancara dan dokumentasi tertulis.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untukmendapatkan data yang 

dibutuhkan sebagi berikut: 

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di kantor 

kecamatan Gunung Sari. Pengamatan dilakukan terkait dengan pemberian 

pelayanan di kantor kecamatan Gunung Sari, serta untuk mengetahui prosedur 

pelayan, fasilitas pelayanan dan seting lingkungan Kantor Kecamatan Gunung 

Sari. 

2. Wawancara, adalah percakapan yang di lakukan dengan maksud tertentu 

denegan lawan bicara. Percakapan itu di lakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pernyataan dan perwawancara 

yang memberikan jawaban atas peryantan itu (Bagong Siyanto &Sitina, dalam 

Asmiati hidayat 2021:43) 

Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan caratanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai. Wawwancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pegawai 

kecamatan Gunung Sari dan pengunjung atau masyarakat. Wawancara dengan 

pegawai untuk mendapatkan data terkait pelayanan yang ada di kantor 

kecamatan Gunung Sari, factor-faktor yang mendukung serta kendala yang 

dihadapi oleh pegawai. Sedangkan wawancara dengan masyarakat untuk 

membandingkan dengan keterangan dari pegawai. 

3. Metode pengumpulan data Arikunto (2002: 158), dimana peneliti melihat ke 

dalam hal-hal tekstual seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan 
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sebagainya. Namun pandangan lain memperjelas bahwa pendekatan 

pengumpulan data yang mencakup dokumentasi adalah pengumpulan data 

yang dikumpulkan dari dokumen (Husaini et al, 2019:69). 

Dokumentasi mengacu pada strategi yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari catatan atau dokumen di lokasi penelitian atau dari 

sumber lain yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan, statistik 

kunjungan, gambaran umum kantor Kecamatan Gunung Sari, dan lain-lain. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (1984), Sugiyono (2014: 91/99) berpendapat 

bahwa kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung terus hingga selesai sehingga menjenuhkan data. Reaksi data, 

tampilan  data, dan penggambaran / perivasi konsekuensial adalah tugas analisis 

data.
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Gambar 3.1 

Langkah lagkah analisi 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Sumber :Miles dan Huberman (1992:20) Dalam Burhan Bungin (2007 

:180) 

1. Data redupstion (reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu di catat secara teliti dan rinci. 

2. Data Dispay (penyajian data) 

Penyajian data bida dalam penelitian kualitatif biasanya berupa ringkasan 

singkat, bagan, korelasi antar kategori, dan struktur serupa lainnya. 

Miles dan Huberman menyarankan untuk menggunakan pendekatan 

matriks dan diagram dalam contoh ini daripada menyajikan topik dalam format 

penyajian data Pegumpulan data 

Redukasi data Kesimpulan–kesimpulan: 

penarikan/verivikas 
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naratif karena, menurut pendapat mereka, melakukannya akan kurang berhasil. 

Namun dalam hal ini, penulis menggunakannya dalam format naratif dengan 

kata-kata yang singkat dan tepat. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 Menurut miles dan huberman, ke tiga langkah tersebut di lakukan 

atau di ulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik 

apapun.Dengan demeikian, ketiga tahap itu harus di lakukan terus sampai 

penelitian berakhir. 

3.7 Uji Validasi 

Dalam Sugiyono (2015: 121-131). Uji validitas data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji, kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas 

eksternal), dependabilitas (reliabilitas), dan konfirmabilitas (objektivitas). 

Peneliti melakukan tes kepercayaan kali ini. Dalam hal ini peneliti hanya 

melakukan kegiatan triangulasi untuk menguji kebenaran data atau keyakinan 

terhadap data yang berasal dari penelitian kualitatif. Dalam penilaian kredibilitas 

ini, triangulasi adalah proses membandingkan data dari sumber yang berbeda 

dengan cara yang berbeda dan pada periode yang berbeda. pemeriksaan kasus 

yang merugikan. 

Contoh negatif adalah situasi yang tidak sejalan atau menyimpang dari 

temuan penelitian pada saat tertentu. Melakukan analisis negatif tertentu 
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memerlukan pencarian informasi yang berbeda dari atau bahkan bertentangan 

dengan apa yang telah ditemukan, tetapi jika informasi tersebut masih diperoleh, 

kesimpulan peneliti akan diubah. 

a. Mengunakan bahan reverensi 

Di sini, bahan referensi mengacu pada bukti yang mendukung informasi 

yang ditemukan peneliti. Mirip dengan foto, instrumen perekam data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, mikrofon, dan perekam 

suara, diperlukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang ditemukan 

oleh peneliti. 

b. Member check 

Pendekatan member check mensyaratkan penilaian seberapa dekat data 

yang dikumpulkan cocok dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah 

dengan membandingkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan 

penyedia data. Cek anggota dapat digunakan setelah selesainya periode 

pengumpulan data atau setelah tibanya hasil atau kesimpulan. 

Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

untuk memvalidasi temuan dengan melihatnya dari berbagai sudut. Menurut 

Norman K. Denkin yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012), triangulasi 

adalah kombinasi atau strategi yang digunakan untuk menganalisis peristiwa 

yang berhubungan dari beberapa sudut pandang, dan dari berbagai pandangan 

tersebut, triangulasi terdiri dari empat hal: 

1) Tragulasi metode,  

2) Trangulasi antar peneliti (jika peneliti di lakukan dengan kelompok) 
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3) Triangulaasi sumber data 

4) Triangulasi teori. 

1. Proses triangulasi melibatkan pembandingan fakta atau data dalam banyak hal. 

Peneliti menggunakan teknik survei, observasi, dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Peneliti biasanya menggunakan metode wawancara dan 

observasi untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan gambaran lengkap 

tentang topik tertentu. Peneliti juga dapat mempekerjakan berbagai informan 

untuk memverifikasi keakuratan data.Triagulasi tahap ini dilakukan jika data 

atau informasi yang diperoleh dari subjel atau informan penelitian diragukan 

kebenaranya. 

2. Lebih dari satu individu terlibat dalam triangulasi peneliti saat mengumpulkan 

dan menganalisis data. Dengan menggunakan metode ini akan meningkatkan 

validitas pemahaman tentang data yang diperoleh dari partisipan penelitian. 

Untuk menghindari membahayakan peneliti dan memperkenalkan bias baru 

melalui triangulasi, individu yang diundang untuk meneliti data harus memiliki 

kompetensi dalam penelitian dan bebas dari konflik kepentingan. 

3. Triagulasi sumber data aadalah mengali kebenaran informasi-informasi tertentu 

melalu berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti bisa mengunakan observasi terlibat 

(participantobervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 

resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara 

itu akan menghasilakan  bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 
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menberikan pandangan (insights) yang berbeda pulamengenai fenomena yang 

teliti. 

4. Teori triangulasi. Rumusan informasi atau pernyataan tesis merupakan produk 

akhir dari penelitian kualitatif. Setelah itu, data ini dikontraskan dengan sudut 

pandang teoretis terkait untuk menghilangkan potensi bias peneliti dalam hasil 

atau kesimpulan akhir. Selain itu, jika peneliti mampu menelaah secara 

menyeluruh pengetahuan teoritis terkait dengan hasil analisis data yang telah 

terkumpul, maka triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman. 

Sumber data dan triangulasi teori sama-sama digunakan dalam 

triangulasi penelitian ini. Diperkirakan bahwa data yang diperoleh akan 

memenuhi konsep penarikan kesimpulan sampai penuh dan kemudian 

dikonfirmasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk 

melakukannya dengan pendekatan ini. Triangulasi digunakan bersamaan 

dengan kerja lapangan sejauh peneliti sering merekam semua data. Oleh karena 

itu, diharapkan data yang dikumpulkan dapat digunakan.. 

 

 

 

 


